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KATA PENGANTAR

Keadilan sosial bisa ditinjau dari berbagai ilmu, termasuk psikologi sosial.
Namun demikian sejauh ini kajian psikologi sosial untuk topik tersebut masih belum
begitu dikenal di Indonesia. Inilah salah satu alasan bagi peneliti untuk melakukan
penelitian ini. Akan tetapi untuk meneliti keadilan sosial tidak mungking bisa dilakukan
sekali. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dan luasnya cakupan keadilan sosial.
Untuk itu penelitian ini membatasi pada satu aspek kecil dari keadilan sosial. Peneliti
sendiri menyadari bahwa penelitian ini lebih tepat sebagai langkah awal yang nantinya
bisa merangsang untuk penelitian-penelitian selanmjutnya, termasuk oleh yang akan
dilakukan oleh peneliti.

Penelitian ini terlaksana berkat bantuan beberapa pihak. Pertama, dana
penelitian adalah dana DPP tahun anggaran 4993-1924 yang dikelola oleh Fakuitas
Psikologi UGM. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada pengelola
dana tersebut di Fakultas Psikologi UGM. Kedua, penelitian ini terlaksana berkat
bantuan pembimbing Dr. Dicky Hastjaro. Atas kesediaanya membimbing penulis,
diucapkan terima kasih. Ketiga, tanpa kesediaan mahasiswa untuk menjadi responden
penelitian maka akan sulitiah pelaksanaan penelitian ini. Kepada mereka peneliti tidak
jupa juga mengucapkan terma kasih. Keempat, kepada pihak-pihak yang telah
membantu tetapi tidak bisa disebut satu per satu, penulis mengucapkan juga terima
kasih.

Peneliti menyadari bahwa hasil karya ini masih mengandung kekurangan. Oleh
karena itu peneliti mengharapkan kesediaan semua pihak yang berminat. untuk

memberi saran dan kritik. Terima kasih dan semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 30 Desember 1993

Faturochman
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INTISARI

Mencari format yang tepat untuk memberi upah kepada karyawan
temyata tidak mudah. Bagi pemilik perusahaan orientasi akan
keuntungan yang berlebihan mengakibatkan terjadinya eksploitasi
karyawan. Akibatnya, sering terjadi protes kepada perusahaan seperti
yang banyak ditemui akhir-akhir ini. Sementara itu, diskriminasi upah
juga masih terjadi di beberapa tempat.

Secara teoritis ada beberapa cara untuk mengalokasikan upah.
Sejauh ini ada dua cara yang banyak digunakan, yaitu secara ekual dan
ekuiti. Kedua cara tersebut bisa dikatakan adil tergantung pada
beberapa pertimbangan. Dalam rangka menemukan pertimbangan-
pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemberian upah, penelitian
ini dilakukan.

Hasil penelian menunjukkan bahwa secara umum cara
pemberian upah ekual tidak bisa diterima bila produktivitasnya berbeda.
Dengan kata lain responden cenderung mernilih cara ekuiti dalam alokasi
upah. Namun cara ini juga tidak bisa diberiakukan secara terus menerus.
Dalam keadaan tertentu, dalam hal ini pekerja sakit dan punya
tanggungan lebih berat, cara distribusi berdasarkan kebutuhan dinilai
lebih tepat.



BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Permasalahan

Salah satu peristiwa yang menonjol dalam beberapa bulan terakhir ini adalah
protes buruh kepada pemilik perusahaan karena merasa diperiakukan tidak baik.
Puncak dari peristiwa tersebut adalah Kasus Marsinah. Sebagai penggerak protes
Marsinah dibunuh karena pihak perusahaan merasa dipojokkan oleh tindakan Marsinah
sendiri maupun para pekerja yang yang melakukan protes.

Pada umumnya protes buruh kepada majikan bertujuan untuk memperbaiki
nasib. Secara garis besar bentuk tuntutanﬁ:.ra adalah kenaikan upah, perbaikan kondisi
maupun fasilitas kerja, dan perlakuan majikan kepada buruh. Menurut informasi yang
diungkap o-{eh berbagai media massa, sejauh ini memang masih banyak perusahaan
¥ang memberi upah terlalu rendah kepada pekerjanya. Kondisi dan fasilitas kerja serta
periakuan terhadap pekerja juga buruk. Dikatakan demikian karena perusahaan
tersebut tidak mematuhi aturan dari Departemen Tenaga Kerja. Padahal bagi sebagian
orang peraturan tersebut sebenarnya sama sekali tidak berat. Oleh karena itu tindakan
para pekerja yang melakukan protes bisa dimaklumi.

Perlakuan oleh perusahaan yang demikian itu sering dinilai tidak manusiawi dan
idak adil. Dikatakan tidak manusiawi karena pihak perusahaan memperiakukan pekerja
anpa mempertimbangkannya sebagai manusia yang memiliki berbagai kebutuhan.
Produk yang dihasilkan melalui tangan para pekerja memberi keuntungan kepada
perusahaan tetapi perusahaan tidak memberi imbalan kepada pekerja sebanding
dengan kebutuhan dasamya. Oleh karena itu dikatakan juga tidak adil sebab dalam
xonteks keadilan komutatif transaksi antara buruh dengan perusahaan tidak fair (lihat
Hasibuan, 1989; Surbakdi, 1993).

Keadilan sosial di dalam organisasi atau perusahaan banyak terjadi dalam
pengupahan terhadap pekerja, meskipun itu bukan satu-satunya masalah keadilan. Bila
pada bagian di atas disebutkan adanya ketidak adilan komutatif antara perusahaan

gengan pekerja, sering juga terjadi antar pekekja yang juga disebabkan oleh perlakuan



perusahaan. Diskriminasi upah terjadi di mana-mana (Eyraud, 1983). Oleh karena itu
ada juga gerakan lain selain protes para buruh tadi, yaitu gerakan yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga tenaga kerja, termasuk Infemational Labour Office, yang
mengampanyekan pemerataan upah (equal pay). Gerakan ini jelas-jelas menentang
diskriminasi dalam pemberian upah terhadap pekerja.

Penerapan sistem upah ekual tampaknya suatu hal yang mudah, akan tetapi
®enyataannya tidakiah demikian. Sistem upah ekual tidak bisa diterapkan pada semua
Didang pada semua situasi. Oleh karena itu ada formulasi egual pay for egual work.
Akan tetapi formulasi inipun belum cukup jelas. Apa yang dimaksud dengan kerja
ekual? Eyraud (1993) berpendapat bahwa kerja ekual memiliki unsur kemampuan,
®etrampilan, tanggung jawab, dan kondisi kerja yang sama. Artinya, bila kemampuan,
¥etrampilan, tanggung jawab dan kondisi antar pekerja sama bisa disebut sebagai kerja
ekual, sehingga layak untuk dibayar ekual juga.

Tampaknya masalah upah ekual tidak hanya bisa dilakukan dengan
mempertimbangkan kerja ekual seperti di atas. Unsur-unsur kerja tersebut baru
mewakili faktor masukan (input factors) dari suatu proses kera. Idealnya memang
masukan yang sama akan membuahkan output yang sama pula, namun pada
senyataannya tidak demikian. Masukan yang sama tidak selalu diikuti oleh keluaran
¥ang sama pula. Sementara itu, sebagian orang lebih menekankan faktor hasil atau
#&luaran dalam mendistribusikan upah. Bahkan mereka sering tidak begitu peduli
2engan masalah input. Asumsinya, sulit uﬁtuk melakukan manipulasi agar dalam suatu
S=lompok kerja ada kesamaan input. Asumsi ini tampaknya sangat memperhatikan
masalah perbedaan antar individu dan karakteristik personal.

Dari uraian di atas, maka bisa disintesakan bahwa untuk menilai kera ekual
Sgar bisa diterapkan upah ekual, maka perlu memperhatikan input dan output
Sesafgus. Bila keduanya sama, maka penilaian bahwa telah terjadi kerja ekual akan
Tes=n Namun bila salah satu tidak sama, akan sulit untuk menilainya. Apakah

Tias_ean lebih penting, atau justru keluaran yang lebih penting?



1.2. Tujuan

Penelitian ini mencoba untuk melihat faktor yang dinilai penting sebagai
pertimbangan dalam distribusi upah ekual. Secara khusus penelitian ini juga akan
menganalisis faktor masukan dan keluaran yang dijadikan pertimbangan dalam
menentukan sistem upah, terutama sistem yang ekual.

Sebelum dilakukan analisis terhadap berbagai hal yang menjadi pertimbangan
dalam alokasi upah, terlebih dulu akan dikaji reaksi orang terhadap sistem upah ekual.
Hal ini dimaksudkan untuk mendasan analisis-analisis selanjutnya. Asumsinya, bila
orang setuju dengan sistem upah ekual dalam situasi yang bermacam-macam, maka
sistem yang lain tidak banyak dikaji. Generalisasi sistem ekual seperti ini akan

menyederhanakan analisis lebih lanjut.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep-Konsep Keadilan

Keadilan tidak pernah bisa dipahami secara jelas bila tidak dalam konteks
sosial. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa esensi keadilan adalah keadilan sosial.
Pendapat ini didasarkan pada pengertian hubungan sosial dalam psikologi. Interaksi
antara dua orang atau lebih disebut hubungan sosial. Di sisi lain, keadilan tidak pemah
Bisa dirumuskan bila tidak ada keterfibatan sosial. Artinya, sulit dikatakan ada keadilan
bila seseorang hanya mempermasalahkan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain,
setidaknya sebagai pembanding.

Dalam telaah ekonomi, ada dua jenis keadilan yang meneonjol (lihat Hasibuan,
1989; Surbakdi, 1993). Pertama adalah keadilan distributif yang intinya adalah
pembagian kepada para partisan berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa hal yang
biasa dibagikan bisa berbentuk barang, jasa, uang, jasa, kehormatan, jabatan, dan lain-
lain. Kedua adalah keadilan pertukaran atau keadilan komutatif. Pada jenis keadilan ini
terdapat norma-norma yang mengatur pertukaran atau transaksi antar individy.

Secara konseptual kedua jenis keadilan tersebut memiliki perbedaan yang
cukup jelas. Keadilan distributif sifatnya lebih searah, sedangkan keadilan komutatif
sifatnya timbal balik. Meskipun ada aturan tertentu untuk mendistribusikannya, dalam
keadlia;'l distributif pihak distributor memiliki kekuasaan yang lebih banyak dibanding
penerima. Ketergantungan penerima terhadap distributor tidak besar dalam keadilan
komutatif, sebab pertukaran komoditas harus dalam rasio yang fair. Meskipun
keduanya memiliki perbedaan, pada prakteknya kedua jenis keadilan itu banyak
kesamaan bahkan konsep tersebut sering diterapkan saling tertukar. Misainya, dalam
pembenan jabatan tidak hanya dituntut untuk memenuhi persyaratan tertentu, tetapi
juga disertai dengan pertukaran baik berbentuk uang maupun jasa. Secara normatif

penerapan keadilan seperti ini dapat dinilai salah.



Keadilan komutatif lebih mudah dinilai karena memiliki parameter-parameter
yang jelas. Begitu rasio pertukaran dinilai fair maka pertukaran yang adil mudah
dilaksanakan. Dalam kehidupan sehari-hari perdagangan berjalan dengan cepat karena
pertukaran yang fair dinilai telah berlangsung seperti yang semestinya. Bila terjadi
perubahan harga-harga barang secara menyolok, maka reaksi terhadap perubahan
#fupun mudah muncul sebagai penilaian terhadap ketidak adilan.

Berbeda dengan telaah keadilan dalam bidang ekonomi, dalam konteks sosial
yang lebih luas keadilan komutatif tidak begitu banyak dikaiji. Biasanya di samping
keadilan distributif dalam kajian iimu-ilmu sosial yang tidak terlalu berorientasi pada
padangan ekonomis ditambahkan juga keadilan prosedural dan keadilan interaksi {lihat
Bamet-Howard dan Tyler, 1986; Leung dkk_, 1993; Moorman, 1991: Tyler, 1987, 1989).

Keadilan prosedural kaitannya erat dengan keadilan distributif, sebab keadilan
prosedural mencerminkan faimess dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk
menentukan oufcome. Agar suatu prosedur bisa dikatakan adil, setidaknya ada dua
syarat yang harus dipenuhi (Hasibuan, 1989; Sudarsono, 1991), yaitu kebebasan dan
persamaan kesempatan. Prosedur yang tidak memberi kebebasan kepada individu
untuk mendapatkan sasaran atau merealisasikan tujuan maka tidak bisa dikatakan
sebagai prosedur yang adil. Lebih jauh lagi, kebebasan itu harus diberikan kepada
semua orang untuk menggunakan kesempatan yang ada. Oleh karena itu kebebasan
yang diberikan kepada satu atau sekelompok orang saja secara prosedural tidak bisa
dikatan adil.

Keadilan interaksi juga berkaitan dengan keadilan distributif. Dalam praktek
sehari-hari  distribusi kesempatan, penghasilan, maupun keuntungan sangat
dipengaruhi oleh interaksi sosial antara distributor dengan penerima. Setiap bentuk
interaksi tampaknya akan memiliki sistem distribusi yang khas.

Penelitian ini akan difokuskan kepada keadilan distributif. Keadilan komutatif,
prosedural, dan interaksi tidak akan dikaji lebih lanjut. Secara operasional, bentuk-
bentuk keadilan bukan distributif tersebut akan dikontrof sehingga pengaruhnya
minimal. Salah satu alasan untuk memfokuskan kajian pada keadilan distributif adalah

hasil-hasil penelitian terdahulu (Leung dkk., 1993: Moorman, 1 991, Tyler, 1989) yang



ukan bahwa pada situasi di mana pemenuhan kebutuhan dasar masih

kan masalah, seperti masyarakat Indonesia, maka keadilan distributif lebih
. Sementara pada situasi yang cukup makmur maka keadilan prosedural dan

ﬁaksn lebih banyak dipermasalahkan.

Keadilan distributif memiliki aturan yang sangat vanatif. Reis (1987) menemukan
Sedikitnya tujuh belas standar dalam keadilan distributif. Dari sekian banyak standar
%e=adilan distributif, tiga di antaranya merupakan standar yang paling sering diterapkan
WFeather, 1990; Greenberg, 1983; Murphy-Berman dkk., 1984: Rasinski, 1987), yaitu
- sandar ekuiti, ekual, dan kebutuhan. Standar ekuiti menekankan bahwa sesaorang
harus menerima hadiah atau keuntungan sebanding dengan kentribusinya. Sedangkan
‘Siandar ekual menyebutkan bahwa hadiah atau keuntungan harus dibagi sama rata
%epada setiap orang tanpa mempertimbangkan sumbangannya. Sementara itu standar
Berdasar kebutuhan diterapkan bila orang yang memiliki kebutuhan lebih besar juga
menerima keuntungan atau hadiah yang lebih besar, demikian juga sebaliknya.

. Dari ketiga konsep keadilan distributif tersebut, standar keadilan berdasarkan
%ebutuhan merupakan konsep yang paling sulit diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya
%esulitan dalam mengukur kebutuhan untuk masing-masing orang. Oleh karena itu
galam berbagai penelitian konsep ini jarang dikeji secara mendalam. Sifat yang
ﬁnatris dari konsep keadilan berdasar kebutuhan ini (Vogelaar dan Yermunt, 1991)

Juga ditemukan dalam lima belas standar keadilan seperti yang diidentifikasi oleh Reis

£1987).

2.2. Faktor yang Mempengaruhi Distribusi

Faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam memilih cara mengalokasikan
2tau mendistribusikan agar dinilai adil secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga
({Elliot dan Meeker, 1986). Faktor pertama adalah karakteristik dan atribut pada
alokator. Faktor kedua berkaitan dengan hubungan antara alokator dan penerima.
Faktor ketiga adalah situasi ketika proses alokasi tersebut terjadi.

Salah satu karakteristik individu vang diniiai berperan secara menyolok dalam

alokasi adalah orientasi nilai (Feather, 1993, Rasinski, 1987; Rohrbaugh dkk_, 1980).



Orang yang memiliki nilai prososial dan spiritual yang tinggi biasanya setuju dengan
Sistem alokasi ekual. Sementara itu bila nilai-nilai hedonis, kekuasaan, dan stimulasinya
8nggi maka orang tersebut cenderung menolak cara alokasi yang ekual. Di antara nilai-
miai tersebut, nilai hedonis paling sulit untuk memprediksi cara pengalokasian, Crang
¥ang memiliki nilai hedonis tinggi sering tidak konsisten dalam proses alokasi keadilan
@istiibutif. Orang seperti ini maunya menerapkan sistem distribusi menurut kebutuhan,
femun pada saat yang bersamaan dia menilai bahwa dirinyalah yang memiliki
kebutuhan paling banyak sehingga merasa berhak mendapatkan bagian yang paling
Sanyak. Kalaupun dia tidak secara langsung menginginkan bagian yang terbanyak,
Sistem alokasi yang dipilih akan disesuaikan agar hasilnya masih menguntungkan dia.
Misainya, untuk mendapatkan simpati dari kalangan bawah, dia bersedia menerapkan
Sistem alokasi ekual maupun berdasar kebutuhan. Dalam kasus seperti ini cara
pengalokasian itu sendiri dinilai kurang penting, yang lebih penting adalah hasil
Penerapan sistem itu yang menguntungkan dirinya atau sesua dengan self interest-
nya.

Jenis kelamin dinilai juga sering mempengaruhi proses pengalokasian (Eyraud.
1993, Feather, 1990; Stake, 1 983). Meskipun beberapa hasil penelitian tidak
menunjukkan konsistensi yang tinggi, ada kecenderungan bahwa pria lebih sering
memilih sistem ekuiti sedangkan wanita memilih sistem ekual. Ada dua kemungkinan
untuk menerangkan fenomena seperti ini. Pertama, konsep keadilan yang diterapkan
oleh pria dan wanita memang berbeda. Perbedaan ini“terjadi karena selama sosialisasi
pria biasanya dirahkan untuk berorientasi ke produktivitas, sedangkan wanita diarahkan
untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Kedua, pada prinsipnya pria dan
wanita tidak memiliki perbedaan prinsip dalam menerapkan konsep keadilan, tetapi
deviasi pria cenderung ke arah ekuiti, sedangkan deviasi wanita ke arah sistem ekual.

Hubungan antara alokator dengan penerima bisa dalam berbagai bentuk.
Masing-masing bentuk bisa menyebabkan terjadinya perbedaan dalam proses alokasi.
Dalam interaksi interpersonal yang berorientasi pada keharmonisan hubungan, sistem
distribusi yang diterapkan biasanya ekual. Sementara itu, bila dalam suasana kompetitif

maka yang diterapkan adalah cara ekuiti atau sistem mernit (Stake, 1983). Sejajar



®engan pemahaman ini, hubungan dalam kelompok yang berorfentasi untuk
'-hningkatkan moral kelompek (kohesivitas) berasosiasi dengan penerapan -cara
Ssiribusi ekual. Bila orientasi kelompok adalah produktivitas, maka sistem distribusi
¥=ng diterapkan biasanya adalah ekuiti (Elliot dan Meeker, 1986; Yamagishi, 1984).
Dalam hubungan sosial yang tidak hanya melibatkan individu dalam kelompok, tetapi
g2 kelompok lain, maka di samping sistem tersebut di atas, orientasi untuk
menguntungkan kelompok sendiri (ingroup) harus dipertimbangkan juga. Hal ini
@mungkinkan dalam rangka memperkuat identitas kelompok (Feather, 1950).

Faktor situasi mempengaruhi sistem distribusi baik situasi yang temporer
maupun situasi yang lebih permanen. Dalam situasi yang temporer biasanya intensitas
yang menonjol seperti kesengsaraan dan penden‘{aan menjadi pertimbangan pokok
untuk memprioritaskan orang-orang yang terkena masalah itu (Mitchell dkk., 1993:
Reis, 1987). Misalnya, orang yang akan meiahirkan atau yang mendapat kecelakaan
2lu lintas akan ditangani lebih dulu dibanding orang-orang yang sakit biasa. Dengan
gemikian sistem distribusi ekual tidak bisa diterapkan, sistem yang lebih tepat untuk
diterapkan dalam keadaan demikian adaiah sistem distribusi menurut kebutuhan.

Situasi yang lebih permanen yang mempengaruhi cara distribusi keadilan
adalah suasana politik atau kekuasaan yang dipegang oleh kelompok partai tertentu.
Sila kekuasaan politik didominasi oleh kelompok liberal, maka cara yang diterapkan
cenderung cara-cara ekuiti atau cara-cara yang dianggap eﬁsign. Sementara itu bila
xelompok penguasa didominasi oleh créngﬂran-g yang berorientasi demokrat sosial,
maka cara yang diterapkan biasanya ekual.

Tentu saja dalam penerapan cara-cara distribusi tersebut ada kriteria-kriteria
ertentu yang menjadi dasar asumsi. Boulding (dalam Mitchell dkk., 1993) dan Surbakdi
(1983) menyebutkan bahwa sistem ekual lebih tepat diterapkan untuk distribusi
xebutuhan-kebutuhan dasar. Pada kelompok masyarakat yang telah mampu memenuhi
xebutuhan dasamya, sistem tersebut tidak sesuai lagi diterapkan, yang lebih tepat
adalah sistern ekuiti.

Apa yang menjadi pertimbangan atau tolok ukur dalam distribusi ekuiti?

Vogelaar dan Vermunt (1991) mengemukakan bahwa sistem ekuiti paling tepat



Il SWerapkan dalam situasi kerja. Adapun yang menjadi pertimbangan untuk alokasi
®ecara ekuiti di antaranya adalah potensi atau kemampuan, usaha, hasil kerja, dan
S=nggung jawab termasuk bahaya yang akan ditanggung.

Meskipun dalam situasi kerja lebih tepat digunakan sistem distribusi ekuiti, pada
®enyataannya masih banyak lembaga maupun organisasi yang menerapkan sistem
Ssinbusi ekual. Orang yang diperlakukan demikian mungkin bisa memakiumi, tetapi
53 juga timbul ketidak puasannya. Mereka yang tidak puas bekeria dengan sistem
Sstribusi ekual pada umumnya merasa produktivitasnya tinggi. Sementara itu, orang
yang kurang produktif lebih mudah menerima keadilan distributif maodel ekual.

Perasaan atau ‘sikap seperti itu bisa juga terjadi pada orang yang mengamati.
Sengamat yang bercrientasi pada produktivitas tidak akan mudah menerima sistem
distribusi ekual bila outcome-nya berbeda. Namun produktivitas bukan satu-satu faktor
yang dipertimbangkan dalam keadilan distributif. Seperti telah dikemukakan pada
Bagian terdahulu banwa untuk menerapkan suatu sistem dari keadilan distributif dalam
suasana kerja maka kemampuan atau skil, tanggung jawab, usaha, dan kondisi kerja
wga dipertimbangkan (Eyraud, 1993). Apabila produktivitas atau kondisi-kondisi
tersebut juga sama, orang akan setuju terhadap sistem distribusi ekual.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa diperkirakan bahwa penerimaan
terhadap cara distribusi ekual tergantung pada produktivitas atau kondisi-kondisi yang
melatar belakanginya atau keduanya. Bila diterapkan untuk alokasi upah kerja, maka
sistem pembayaran ekual bisa diterima bila produktivitasnya atau kondisi yang melatar

belakanginya sama.



BAB HlI

METODE -

3.1. Subjek

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, dan
Subjeknya adalah mahasiswa yang mengikuti kuliah Psikologi Sosial 2 kelas paralel B
2an Psikologi Hukum. Sejumlah 72 responden bersedia menjadi subjek penelitian,
I' %=rdini dari 33 pria dan 39 wanita. Usia responden berkisar dari 18 tahun hingga 28
2hun dengan rata-rata usia 21,1 tahun.

3.2 Alat Pengumpul Data
Data dikumpulkan dengan menggunakan angket yang terdir dari dua bagian,
¥aitu bagian identitas dan bagian untuk mengungkap reaksi terhadap sistem upah
exual. Bagian kedua sebagai bagian yang pokok terdiri dari lima buah cerita singkat
yang diikuti dengan tiga buah pertanyaan. Setiap cerita menunjukkan sistem upah
&xual yang diberikan kepada dua orang pekerja yang sama-sama melakukan suaty
pekerjaan. Di samping itu cerita juga menginformasikan produktivitas {outcome) dan
®arakteristik atau keadaan kedua pekerja. Dar lima cerita, dua di antaranya
mendeskripsikan produktivitas yang sama, sedangkan tiga lainnya menggambarkan
produktivitas yang berbeda. Adapun karakteristik atau keadaan pekerja dan
produktivitas yang digambarkan dalam cerita secara terinci adalah sebagai berikut.
(1) Cernta pertama tidak membedakan karakteristik tetapi membedakan
produktivitas.
(2) Cerita kedua menggambarkan pekerja yang sakit dan yang sehat, di mana
pekerja yang sakit produktivitasnya lebih rendah
(3) Cerita ketiga menggambarkan dua pekerja yang berbeda usianya, tetapi
sama produktivitasnya,
(4) Cerita keempat menggambarkan dua pekera yang jenis kelaminnya berbeda

dan produktivitas laki-laki lebih tinggi.



(5) Cerita kelima berisi tentang dua pekerja dengan status perkawinan dan

pemilikan anak yang berbeda, tetapi produktivitasnya sama.

Kepada responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap kelima cerita
dengan jalan menyetujui atau tidak menyetujuinya. Pada setiap cerita disediakan
jawaban yang merupakan rentangan dari sangat tidak setuju (skor 1) hingga sangat
sefuju (skor 7). Responden hanya diminta memberi tanda pada salah satu angka
sebagai "jawaban atas pilihannya. Sesudah itu responden juga diminta untuk
mengalokasikan upah sesuai dengan pendapatnya serta diminta untuk menjelaskan
pertimbangan yang digunakan daalm memberi upah tersebut.

Angket penelitian secara lengkap bisa dilihat pada lampiran. Contoh cerita

dalam angket dan pertanyaannya bisa dilihat di bawah ini.
Ani dan Tini pengrajin anyaman bambu, bekerja pada perusahaan yang
sama. Ani sedang sakit sehingga hanya bisa menyelesaikan 5 buah
produk anyaman. Tini sehat dan bisa menyelesaikan 10 produk yang

sama seperti yang dihasilkan Ani. Ani dan Tini d:ﬁba_yar sama, yaitu
masing-masing Rp. 5.000 -.

Pertanyaan:

a. Setujukah anda dengan sistem pembayaran seperti itu (lingkari
angka yang sesuai dengan jawaban anda dengan rentang 1 sampai
7).

Sangat tidak sétuju'l 2 % 4 K B Y Sangat setuju

b. Seandainya anda menjadi pemilik perusahaan tersebut dan
anggaran untuk upah kedua pekerja adaiah 10.000,- rupiah, berapa
masing-masing pekerja akan anda beri upah?

Ani sebesarRp. ...
Tini sebesar Rp. ......

c. Mengapa anda membagi uang tersebut demikian? (jawaban
pertanyaan b),

3.3. Pengumpulan dan Analisis Data
Subjek mengisi sendiri angket yang diberikan kepadanya dengan beberapa

penjelasan singkat dari peneliti. Angket diberikan secara klasikal. Berdasarkan hasil



pengamatan pada waktu menyebarkan angket dan pada waktu memeriksa Jawaban
sebelum dilakukan komputasi, tampaknya subjek bisa mengisi angket dengan benar
sehingga seluruh data yang masuk bisa dianalisis.

Data-data dari angket kemudian dikode untuk dimasukkan ke dalam kemputer.
Data-data tentang alasan membagi upah (pertanyaan ¢ pada setiap cerita) adalah data
kualitatif dan diberi perlakuan tersendiri, tidak dianalisis secara bersama-sama dengan
data-data lain. Bila dimungkinkan data-data ini juga akan dikuantifikasikan agar bisa
dideskripsikan secara sistematis.

Analisis data penelitian pada dasamya diarahkan untuk mendeskripsikan
kecenden.ingan—kecenderungan yang ada. Oleh karena itu akan digunakan teknik
analisis data yang sederhana, seperti tabel frekuensi dan pengukuran tendensi sentral.
Untuk menejelaskan hasil penelitian lebih lanjut akan digunakan juga uji perbedaan
rata-rata dan korelasi.



BAB IV
HASIL DAN DISKUSI

4 1. Reaksi terhadap Pemberian Upah Ekual

Analisis data pertama-tama diarahkan untuk melihat reaksi responden terhadap
sstem upah yang berlaku, yaitu sistem ekual. Untuk mengetahui reaksi terhadap sistem
%ersebut, dilakukan perhitungan terhadap jawaban pertanyaan a pada setiap cerita.
Hasil rata-rata jawaban dapat dilihat pada Tabel 1. Dari tabel tersebut tampak dengan
jelas bahwa skor rata-rata tertinggi terdapat pada certa yang menggambarkan
produktivitas yang sama. Bila diurutkan dari yang rata-ratanya tertinggi, maka sistem

.- pembagian upah secara ekual disetujui untuk cerita Edi-Gatot, diikuti lda-Yani, Ani-Tini,

Titi-Bagus, dan terakhir Ali-Budi.

Tabel 1
Isi Cerita dan Penilaian terhadap Sistem
Upah Ekual pada Setiap Pasangan Kerja

Cerita Kondisi Produk Rata-rata
fivitas penilaian
Ali-Budi Sama Beda 217
Ani-Tini Beda Beda 4,42
Edi-Gatot Beda Sama 5,32
Titi-Bagus Beda Beda 276
Ida-Yani Beda Sama 5,19

Karena skala setiap jawaban bergerak dari 1 hingga 7, maka titik tengah (rata-
rata hipotetis) untuk setiap jawaban adalah 4. Dengan membandingkan antara rata-rata
hipotesis dengan rata-rata nyata seperti dalam Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa
responden setuju dengan sistem ekual untuk keadaan yang dialami oleh Edi-Gatot, Ida-
Yani, dan Ani-Tini. Dari ketiganya, dua cerita menggambarkan produktivitas yang sama
sementara satu lagi menggambarkan produktivitas berbeda tetapi keadaan salah satu
pekeria tidak sehat. Sementara itu, responden cenderung fidak setuju dengan sistem
ekual vang diterapkan kepada Ali-Budi dan Titi-Bagus. Keduanya menggambarkan
produktivitas pekerja yang berbeda.



Dan deskripsi di atas untuk sementara bisa disimpulkan bahwa ada tendensi
untuk setuju dengan sistem pembayaran upah ekual bila produktivitas pekerja tidak
berbeda. Sebaliknya, bila produktivitasnya berbeda responden cenderung tidak setuju
terhadap sistem upah ekual yang diterapkan pada pekerja tersebut, kecuali dalam
keadaan khusus seperti pekerja yang sakit. Kesimpulan tersebut dikatakan sementars,
sebab masih akan dibuktikan bila responden benar-benar setuju atau tidak dengan
sistem upah ekual. Untuk meyakinkan berpendapat seperti pada jawaban a pada setiap

cerita, maka analisis jawaban b bisa menjelaskannya.

4.2. Alokasi Upah Menurut Responden

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan rata-rata upah untuk setiap pekerja
menurut résponden. Berdasarkan perhitungan tersebut temyata untuk tiap pasangan
pekerja tidak ada yang mendapatkan upah yang sama. Dengan kata lain, secara umum
sistem upah ekual bukan pilihan yang sesuai bagi responden. Bila fakta ini disejajarkan
dengan kesimpulan sementara seperti dikemukakan pada bagian terdahulu, maka
tampak ada ketidak konsistenan. Untuk meyakinkan ada atau tidaknya konsistensi itu,
maka untuk setiap cerita akan dianalisis perbedaan upah antara dua pekernja yang
terlibat.

Hasil uji-t terhadap rata-rata upah pada masing-masing cerita temyata
menunjukkan perbedaan yang signifikan (lihat tabel 3). Artinya, secara umum
responden akan memberi upah yang berbeda untuk masing-masing pasangan pekeria.
Hasil ini mengukuhkan kesimpulan tentang kecenderungan responden untuk tidak

memilih sistem upah ekual.

Meskipun responden cenderung tidak menggunakan sistem upah ekual, belum
bisa disimpulkan bahwa ada ketidak konsistenan dalam memilih sistem distribusi upah.
Sada bagian awal dari hasil analisis menunjukkan adanya kecenderungan responden
untuk setuju dengan sistern pemberian upah ekual pada certa Edi-Gatot dan Ida-Yani
dengan jalan membandingan rata-rata hipotetis dan rata-rata empins, belum bisa

sepenuhnya hasil tersebut disimpulkan seperti itu. Hal ini disebabkan oleh relativitas



jawaban yang bergerak dari sangat tidak setuju ke sangat setuju. Di samping itu,
perbedaan rata-rata hipotetis dengan empiris tidak benar-benar diuji dengan
menggunakan teknik statistik. Pada uji perbedaan rata-rata empiris antara dua pekerja
pada cerita Edi-Gatot dan Ida-Yani seperti dalam Tabel 3 juga tampak bahwa
perbedaan pada kedua cerita paling kecil dibanding cerita yang fain. Dengan demikian
ada kecenderungan yang sama antara mereaksi terhadap sistem upah ekual dengan
cara mendistribusikan upah. Untuk kesamaan kecenderungan ini dilakukan analisis
korelasi antara penilaian terhadap sistem upah dengan perbedaan upah antar
pasangan pada setiap cerita. Pada cerita Edi-Gatot, perbedaan upah kedua pekerja
tersebut berkorelasi negatif dan signifikan dengan pendapat responden dalam
mendﬁkung sistem upah ekual (r = -0,631;, p = 0,001). Pada cerita lda-Yani juga
ditemukan korelasi negatif dan signifikan (r = -0,634; p = 0,001). Kedua hasil ini berarij
bahwa makin setuju dengan sistem distribusi upah ekual, makin kecil perbedaan dalam
memberi upah antara satu pekerja dengan pekerja lainnya.
Tabel 2

Rata-Rata Distribusi Upah Pekerja
Menurut Responden

Pekerja Karakter Produk Rata-rata Deviasi

ristik tivitas upah standar
Ali Sama 100 5927 75 310,85
Budi Sama 75 407225 310,85
Ani Sakit 5 4605,32 885,13
Tini Sehat 10 5394 68 885,13
Edi Muda Sama 470833 501,76
Gatot Tua Sama 5291 67 501,76
Titi Wanita 25 4357 .51 808,83
Bagus Pria 35 5642,49 608,83
Ida Mikah Sama 5246 53 426 86

Zanak
Yani Belum Sama 4753 47 426 86

Mikah




Tabel 3
Perbedaan Rata-Rata Upah Menurut Responden
dan Uji-t untuk Setiap Pasangan Kerja

Cerita Perbedaan t p
Rata-rata

Ali-Budi 1855 153 0,001

Ani-Tini 789 3,8 0,001

Edi-Gatot 583 4,9 0,001

Titi-Bagus 1284 8,9 0,001

Ida-Yani 493 49 0,001

4.3. Pertimbangan dalam Memberi Upah

Pada bagian selanjutkan akan dianalisis data-data kualitatif tentang alasan
subjek dalam mendistribusikan upah kepada pekerja. Namun sebelum data-data
kualitatif dipaparkan terlebih dulu akan dikemukakan ringkasan hasil analisis
pembagian upah pada masing-masing cerita.

Tabel 4 berisi tentang perbandingan upah setiap pasangan pekerja serta jumiah
dan persentase subjek yang mendistribusikannya. Perbandingan upah pada seorang
pekerja bila dibanding dengan pasangannya, secara garis besar bisa diklasifikasikan
sama, lebih besar, atau lebih kecil. Kecuali pada cerita Ani-Tini, perbandingan upah
pada setiap pasangan hanya ada dua bentuk. Tampaknya cerita Ani-Tini dipersepsikan
lain dibanding cerita yang lainnya.

Pada cerita Ali-Budi ditemukan satyu responden yang mendistribusikan upah
- secara ekual, sementara sebagian besar lainnya membagi upah lebih besar kepada Ali.
Secrang responden yang memberi upah kepada Ali sama dengan Budi memberi alasan
bahwa dia tidak mempertimbangkan produktivitas, tetapi kualitas produk. Baginya
kualitas produk lebih penting daripada kuantitasnya. Dia memperkirakan bahwa Budi
bekerja lamban dalam rangka mempertahankan kualitas produk yang dihasilkannya.
Sementara itu, persentase terbanyak dari responden yang memberi upah lebih besar
kepada Ali orientasinya adalah produktivitas. Ali diberi upah lebih tinggi karena
produktivitasnya juga lebih tinggi. Ada yang mengemukakan bahwa sistem upah yang
berdasar pada produktivitas akan merangsang pekerja menjadi produktif yang berarti

meningkatkan kualitas pekerja itu sendiri. Di samping itu ada juga yang memperkirakan



Ali memiliki kemampuan yang lebih tinggi sehingga layak bila mendapatkan upah yang
lebih besar.

Meskipun pada cerita kedua ada subjek yang mengalokasikan upah lebih besar
kepada Ani, temyata alasannya tidak berbeda jauh dengan alasan yang diberikan oleh
subjek yang mengalokasikan sama kepada dua pekerja tersebut. Alasan memberi upah
kepada Ani yang sakit sama atau lebih besar seperti yang diberikan kepada Tini adaiah
keadaan Ani tidak mungkin bisa produktif, kebutuhan misalnya untuk berobat, supaya

tidak menderita dua kali, dan Ani memiliki semangat kerja meskipun sakit.

Tabel 4
Jumiah dan Persentase Responden Menurut
Perbandingan Upah Setiap Pasangan Kerja

Cerita Perbandingan n Persen
E Upah
Ali-Budi Ali = Budi 1 1.4
Ali > Budi 71 986
Ani-Tini Ani < Tini 32 44 4
Ani = Tini 34 47 2
Ani = Tini 3] 82
Edi-Gatot Edi < Gatot 23 31,9
Edi = Gatot 49 67,1
Tit-Bagus Titi < Bagus 61 84,7
Titi = Bagus 11 15,3
Ida-Yani Ida = Yani 47 65,3
Idawi Yani 25 34,7

Sementara itu subjek yang memberikan upah lebih besar kepada Tini tetap
menganggap bahwa onentasi produktivitas harus dijaga. Ada juga yang sebenarnya
bisa mentolerir kondisi Ani yang sedang sakit, tetapi karena produktivitas Ani berbeda
jauh bila dibanding Tini, maka terpaksa mereka memberi upah yang lebih besar kepada
Tini.

Pada centa Edi-Gatot temyata cukup banyak responden yang
mempertimbangkan usia dalam memberi upah. Mereka yang mengalokasikan upah

lebih besar kepada Gatot yang lebih tua beranggapan bahwa hal itu layak. Alasan-



alasannya antara lain adalah menghormati orang yang lebih tua, pengalaman lebih
banyak, motivasinya masih besar, fisiknya tidak mungkin untuk bekerja seperti orang
muda, serta kebutuhannya yang lebih besar. Sementara subjek yang membari upah
sama orientasinya adalah pmduktivit-as. Di samping itu mereka mengganggap bahwa
usia, kemampuan dan kondisi Keduanya dinilai tidak berbeda secara menyolok
sehingga tidak periu diperlakukan secara berbeda.

Seperti pada cerita-cerita sebelumnya, pada cerita Titi-Bagus masalah
produktivitas menjadi perhatian utama bagi sebagian besar responden. Bagus yang
hasil kerjanya lebih banyak dianggap lebih pantas mendapat upah yang lebih besar
pula. Di samping alasan produktivitas, pemilihan Bagus untuk diberi upah lebih besar
juga karena ia dinilaj memiliki kemampuan yang lebih baik. Ada alasan lajn untuk
memberi upah yang lebih besar kepada Bagus, yaitu untuk merangsang pekerja agar
kerja lebih produkiif. Sementara ity sebagian responden yang memberi upah sama
kepada Bagus maupun Titi beralasan bahwa wanita dan pria memiliki kemampuan
yang berbeda dan wanita dianggap lebih inferior sehingga produktivitasnya lebih baik
priaz. Oleh karena jtu responden ini mengusulkan untuk mempertimbangkan
kemampuan yang berbeda ini dengan jalan memberi upah yang sama meskipun
p-mduktivﬂasnya berbeda. Argumen ini temyata menarik untuk dilihat, sebab ada
seorang responden yang berpendapat sebaliknya. Baginya jenis kelamin tidak periy
menjadi dasar untuk membedakan upah, lebih penting mempenimbangkan_
produktivitas. Munculnya alasan seperti ity sebenarnya sudah diantisipasi pada saat
membuat cerita. Peneliti memperkirakan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak akan
begitu menonjol karena jenis pekerjaan pada cerita tersebut (mengetik) telah dipiiih
agar sesuai bagi pria maupun wanita. Artinya, variasi jenis kelamin diharapkan tidak
benar-benar menjadi pertimbangan.

Berbeda dengan cerita Tii-Bagus, pada cerita kelima kedua pekerja memiliki
karakteristik yang berbeda cukup menonjol. Perbedaan tersebut adalah status
pemikahan dan jumiah anak Perbedaan ini temyata cukup diperhatikan oleh
responden. Hal ini terlihat pada distribusi upah. Responden yang mempertimbangkan

status lda yang telah menikah dan punya dua anak cenderung member; upah yang



lebih besar kepadanya. Bahkan mereka berpikir lebih jauh sebagai bahan
pertimbangan, misalnya memikirkan keadaan Ida yang usianya lebih tua dan
kesejahteraan keluarga juga harus lebih diperhatikan. Sementara itu responden yang
. memberi upah sama kepada kedua pekerja lebih banyak mempertimbangkan masalah-
masalah yéng berkaitan langsung dengan pekerjaan. Oleh karena itu status pemikahan
dan jumlah anak dianggap tidak relevan. Sebaliknya, produktivitas, jenis pekerjaan,
kesulitan kerja, dan kemampuan yang sama dianggap merupakan bahan pertimbangan

yang lebih relevan dalam memberi upah secara ekual.

4.4. Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pemberian upah secara ekual dinilai
sesuai bila pekerja menunjukkan produktivitas yang sama. Produktivitas yang sama
tersebut sering diasosiasikan dengan kemampuan yang sama pula. Pada penelitian ini
faktor kemampuan pekerja tidak dijadikan sebagai variabel yang secara eksplisit
dikemukakan untuk dilihat pengaruhnya. Meskipun demikian responden menilai
variabel tersebut merupakan variabel yang dianggap penting sebagai salah satu fakior
yang dipertimbangkan dalam pemberian upah. Kemampuan merupakan salah satu
variabel masukan (inpuf) dalam kerja ekual sebagai syarat upah ekual.

Dalam penelitian ini variabel karakteristik atau kondisi pekerja dijadikan sebagai
masukan yang diperkirakan memiliki peran dalam pemberian upah. Dari lima cerita
yang digunakan, empat di antaranya terdapat variasi karakteristik atau kondisi pekerja,
yaitu jenis kelamin, usia, status perkawinan dan jumiah anak, serta kondisi kesehatan,
Darn keempat variasi karakter atau kondisi tersebut temyata kondisi kesehatan dinilai
paling penting atau perlu dipertimbangkan untuk pembagian upah. Sementara itu jenis
kelamin dianggap tidak penting untuk membedakan perlakuan kepada pekerja. Artinya,
tidak periu ada perlakuan khusus bagi pria atau wanita dalam pemberian upah.
Demikian juga perbedaan status perkawinan dan jumlah anak maupun usia yang
menurut responden dianggap kurang penting dalam pemberian upah dibanding

produktivitas.



Secara singkat hasil penelitian ini menunjukkan bah;.r-ra produktivitas dianggap
lebih penting untuk bahan pertimbangan dibanding faktor-faktor input. Hasil ini agak
berbeda dengan pendapat Eyraud (1993) yang menyatakan bahwa kerja ekual cukup
sebagai pertimbangan untuk memberi upah secara ekual. Dikatakan agak berbeda
karena Eyraud tampaknya tidak berani secara spesifik mengatakan bahwa
produktivitas juga harus dipertimbangkan dalam pemberian upah. Menurut Eyraud
kemampuan, ketrampilan, kondisi kerja dan tﬁnggung jawab yang sama sudah cukup
dijadikan bahan pertimbangan dalam memberi upah secara ekual. Tampaknya dia
sengaia tidak menyatakan pentingnya produktivitas karena dia adalah pejuang
persamaan hak antara pria dan wanita. Dia mungkin tidak yakin bahwa produktivitas
_pria dan wanita bisa sama meskipun kemampuan, ketrampilan, dan kondisi kerjanya
sama. Bila Eyraud menilai pria dan wanita harus diperfakukan sama, responden
penelitian ini juga setuju, akan tetapi bila pria dan wanita harus dibayar sama tanpa
mempertimbangkan produkiivitasnya, responden penelitian ini menolaknya.

Meskipun peneliian menemukan bahwa pada dasamya pemberian upah
seharusnya didasarkan pada produktivitas, ada sebagian responden yang
mengusulkan untuk mempertimbangkan kebutuhan responden. Hal ini muncul dengan
jelas ketika menghadapi problem kesehatan pada pekerja. Cukup banyak yang menilai
bahwa orang sakit butuh uang untuk berobat, sehingga bila ia kurang produktifpun
perflu juga diberi upah yang cukup banyak, tidak hanya sebanding dengan
prduktivitasnya. Dengan kata lain keadilan distributif yang diterapkan adalah distribusi
menurut kebutuhan. Distribusi ini juga dinilai sesuai untuk pekerja yang memiliki anak

lebih banyak.



BAB YV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberian upah ekual bisa diterima
bila produktivitas antar pekerja juga sama. Dalam keadilan distributif, prinsip ini lebih
tepat dikatakan sebagai distribusi ekuiti. Dengan demikian bisa juga disimpulkan bahwa
distribusi secara ekual mumi tidak bisa diterima atau diterapkan dalam suasana kerja.
Justru distribusi menurut kebutuhan bisa diterima atau diusulkan oleh responden bila
keadaannya memang memungkinkan, dalam hal ini bag_i pekerja yang sedang sakit

atau memiliki anak lebih banyak.

5.2. Implikasi dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa memberi upah secara adil ternyata tidak
mudah. Tuntutan agar upah diberkan secara ekual kepada pekerja yang produktiviias
(outcome) dan input-nya sekaligus sama sulit untuk dilaksanakan karena keduanya
tidak selalu sejajar. Kesulitan ini akan bertambah lagi bila ada keadaan-keadaan
khusus yang harus sikecualikan karena temyata sistem ekual maupun ekuiti dianggap
tidak tepat diterapkan, misalnya ketika pekerja sakit.

Melihat kesulitan-kesulitan yang ada tidak berarti bahwa tidak mungkin
diterapkan suatu sistem pengupahan yang adil. Sistem pemberian upah secara adil
harus ditegakkan. Untuk melaksanakannya bisa digunakan beberapa'kriteria yang
dapat dijadikan pertimbangan untuk memberi upah. Pertama, pemberi upah harus
memberi upah kepada pekerja sedikitnya sama dengan jumiah yang disyaratkan atau
yang selayaknya. Kedua, pemberi upah harus memperhatikan produktivitas kerja.
Ketiga, agar pekerja dapat produktif maka pemberi upah harus memperhatikan
xarakteristik atau kondisi pekerja dan pekerjaan. Mengingat bahwa karakteristik atau
<ondisi ini sangat variatif, maka dalam mempertimbangkannya bisa diambil beberapa
saja yang dianggap pokok, atau mempertimbangkan prinsip dasamya. Keempat,

oekerja yang mengalami kondisi khusus harus diperhatikan, misalnya pekerja yang



sakit atau yang cacat Bentuk perhatian bisa dalam pemberian upah maupun
penyediaan fasilitas khusus agar pekerja tersebut tetap produktif.

Penelitian ini belum bisa mengindentifikasi secara pasti karakter atau kondisi
pekerjaan dan pekerja seperti apa yang harus dipertimbangkan dalam memberi upah.
Oleh karena itu perlu dikembangkan peneliian yang mengarah pada identifikasi
karakter dan kondisi yang dianggap penting sebagai prasyarat terciptanya produktivitas
yang tinggi maupun bahan pertimbangan pemberian upah.

Penelitian ini juga belum mempertimbangkan berbagai faktor psikologis pada
pemberi upah yang bisa mempengaruhi alokasi upah. Faktor-faktor tersebut sangat
penting untuk rmengembangkan konsep keadilan menurut psikologi di samping penting
juga untuk penerapan hasil-hasil penelitian tentang keadilan distributif. Oleh karena itu
kepada peneliti yang tertarik melakukan peneliian sejenis disarankan untuk
memasukkan variabelvariabel psikologis dalam anaiisisnya.

Metode penelitian tentang keadilan tidak hanya terbatas pada metode seperti
yang digunakan dalam peneiitian ini. Bila penelitian ini menggunakan metode yang
berbeda, mungkin akan mendapatkan hasil yang tidak sama. Oleh karena itu, baik
untuk pengembangan ilmu maupun penerapannya diperiukan penelitian dengan
menggunakan metode yang bervariasi. Metode eksperimen dan penelitian partisipatif,
misainya, sangat bermanfaat untuk mengembangkan kajian psikologi hukum.
Karenanya tidak berlebihan kiranya bila kepada peneliti yang berminat untuk
melakukan penelitian sejeni ini disarankan untuk mengembangkan metode-metode lain,

termasuk eksperimen dan penelitian partisipatif.
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LAMPIRAN



FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

ANGKET PENELITIAN

Nama " ____ (boleh tidak diisi)

MNo. Mahasiswa

Th. Angkatan

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Umur : tahun

Pernah kerja? - 1. Pernah 2. Belum
Status perkawinan : 1. Belum Nikah 2. Nikah 3. Ceravditinggal mati

Petunjuk:

D1 bawah ini ada beberapa cerita singkat tentang pekerja. Bacalah baik-baik setiap cerita
yang disajikan, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Jawablah sesuai
dengan pendapat saudara. Tidak ada jawaban yang salah Kerahasiaan jawaban saudara
dijamin oleh peneliti. Tenima kasih dan selamat bekerja.

1. Ali dan Budi bekerja pada sebuah perusahaan.batu bata. Dalam sehari Ali dapat
menyelesaikan 100 buah batu bata dan Budi menyelesaikan 75 buah. Masing-masing
menerima upah Rp. 5000,- sehari.

Pertanyaan:
a. Setujukah anda dengan sistem pembayaran upah seperti itu? (hngkan angka yang
sesual dengan jawaban andz dengan rentang 1 sampai 7)
sangat tidak setuju 1 2 3 4 5 6 7 sangat setuju

b. Seandainva anda menjadi pemilik perusahzan tersebut dan anggaran untuk upah
kedua pekenja tersebut adalah 10.000.- rupiah, berapa masing-masing pekerja
akan anda beri upah?

AlisebesarRp. .............
Budi sebesar Rp. ..............

¢. Mengapa anda membag uang tersebut demikian ? (jawaban pertanyaan b)



4. Biro jasa pengetikan mempekerjakan dua orang pengetik, yaitu Titi dan Bagus. Ketika
mendapat order pengetikan, Titl bisa mengetik sebanyak 25 lembar, sedangkan Bagus
sebanyak 35 lembar. Pemilik biro tersebut memberi upah kepada Titi dan Bagus
masing-masing Rp. 5.000,-

Pertanyaan:

a. Setujukah anda dengan sistem pembayaran seperti itu? (lingkari angka yang sesuai
dengan jawaban anda dengan rentang 1 sampai 7)

sangat tidak setuju 1 2 3 4 5 6 7 sangatsetuju

b. Seandainya anda menjadi pemilik biro jasa pengetikan tersebut dan anggaran
untuk upah kedua pekerja tersebut adalah 10.000,- rupiah, berapa masing-
masing pekerja akan anda beni upah?

Tt sebesar Rp. ..oounnee
Bagus sebesar Bp. .............

¢. Mengapa anda membagi uang tersebut demikian ? (jawaban pertanyaan b)

5. Bu Ida telah menikah enam tahun dan punya dua anak. Yani belum menikah. Bu Ida dan
Yani memasukkan data dari angket ke komputer.  Mereka masing-masing
menyelesaikan 50 buah angket. Keduanya sama-sama diberi upah Rp. 5.000,-

Pertanyaan:

a. Setujukah anda dengan sistern pembayaran seperti itu? (lingkari angka yang sesuai
dengan jawaban anda dengan rentang 1 sampai 7)

sangat tidaksetup 1 2 3 4 5 6 7 sangat setuju

b. Seandainya anda akan memberi upah dan anggaran untuk upah kedua pekerja
tersebut adalah 10.000 - rupiah, berapa masing-masing pekerja akan anda beni
upah? '

Bu Ida sebesar Rp. ..............
Yani sebesar Rp. .............

c. Mengapa anda membagi uang tersebut demikian 7 (jawaban pertanyaan b)



2. Ani dan Tini pengrajin anyaman bambu, bekerja pada perusahaan yang sama A

3

sedang sakit schingga hanya menyelesaikan 5 buah produk anyaman. Tini sehat dan bi
menyelesaikan 10 buah produk yang sama. Ani dan Tini dibayar sama yaitu masin
masing Rp. 5.000,-

Pertanyaan:

a. Setujukah anda dengan sistem pembayaran seperti itu? (lingkari angka yang sesuai
dengan jawaban anda dengan rentang 1 sampai 7)

sangat tidak setuju 1 2 3 4 5 6 7 sangatsetuju

b. Seandainya anda menjadi pemilik perusahaan tersebut dan anggaran untuk upah
kedua pekerja tersebut adalah 10.000,- rupiah, berapa masing-masing pekerja
akan anda beri upah?

Ani sebesar Rp. ..............
Tini sebesar Rp. ..............

c. Mengapa anda membagi uang tersebut demikian ? (jawaban pertanyaan b}

Edi dan pak Gatot sama-sama mengecat rumah. Edi berumur 20 tahun dan pak Gat
40 tahun. Dalam jangka waktu yang sama kedua orang tersebut mampu mengec
tembok dengan luas vang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Pemilik rum
memberi upah sama kepada Edi dan pak Gatot, masing-masing Rp. 5.000,-

Pertanyaan:

a. Setujukah anda dengan sistem pembayaran seperti itu? (lingkar angka yang sesuai
dengan jawaban anda dengan rentang 1 sampat 7}

sangattidaksetyju 1 2 3 4 5 6 7 sangatsetuju

b. Seandainva anda menjadi pemilik rumah tersebut dan anggaran untuk upah kedua
pekerja tersebut adalah 10.000,- rupiah, berapa masing-masing pekerja akan
anda ben upah?

Edisebesar Rp. ..............
Pak Gatot sebesar Rn. ...

c. Mengapa anda membagi uang tersebut demikian ? (Jawaban pertanyaan b)





